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Aturan Antidumping WTO (The GATT 1994) dibuat tidak untuk melarang dumping, tetapi untuk mengatur
kondisi-kondis yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berkepentingan sebelum mereka mengenakan
tindakan Antidumping terhadap barang impor dumping. Kondisi dimaksud adalah telah terjadi Kerugian
yang dialami oleh industri dalam negeri, yaitu setelah dilakukan pengujian yang dikenal dengan "pengujian
kerugian" (injury test). Jadi, menurut WTO, tidak ada tindakan bal asan yang boleh dilakukan sebelum
benar-benar terbukti adanyainjury yang diakibatkan oleh barang impor dumping. Komite Antidumping
Indonesia (KADI) tidak mempunyai standar hukum yang cukup atau petunjuk yang jelas untuk menguji
eksistensi Kerugian dalam penyelidikan dumping, misalnyaterkait dengan penentuan facts available,
material retardation, dan sebagainya. Oleh karenaitu, penting sekali untuk segera melakukan perubahan atau
amandemen terhadap ketentuan Antidumping Indonesia agar sesuai dengan ketentuan WTO dan praktik-
praktik terbaik dalam pengimplementasian hukum Antidumping (best practices). K etidaksesuaian atau
kekurang-lengkapan aturan hukum nasional terhadap ketentuan WTO di bidang Antidumping dapat dilihat
sebagal hal yang tidak dapat lagi didispensasi.

...... The GATT 1994 rules are not intended to prohibit dumping, they are intended to regulate conditions
which must be satisfied before the contracting parties can take measures against imports of dumped good.
The most significant of these conditions is the requirement that injury must have been caused to the
domestic industry. Thisis popularly known as the "injury test". Thus, no retaliatory action is sanctioned
under the GATT 1994 merely because goods have been dumped. Action isonly permitted if that dumping is
also shown to have caused injury. Indonesian authorities (Indonesian Antidumping Committee, KADI) has
no sufficient legal standard and clear guidance when examining the existence of injury In Antidumping
investigation, such as facts available, material retardation, and so forth. It is urgent to revise or anmend the
Indonesian regulation in accordance with the WTO Antidumping System and the best practices. The
incorporation of the substantial provisions of - if not the entire of - the Antidumping Agreement into
Indonesian |egislation would seem to be indispensable in advancing the understanding of the Authorities
involved and ensuring compliance with the WTO in the implementation of the Indonesian Antidumping.
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